
 
 

WALI KOTA BOGOR  

PROVINSI JAWA BARAT 
PERATURAN WALI KOTA BOGOR 

NOMOR 27 TAHUN 2024 
TENTANG 

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA BOGOR, 

 
Menimbang     : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan 

Daerah Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2024 perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang 
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2024; 

 
Mengingat    : 1.  Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, 
Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta 
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1950 
Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang- 
Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan 
Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 
(Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan 
Kota-kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
551); 

2. Undang-Undang   Nomor   28   Tahun   1999   tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas  dari 
Korupsi, Kolusi  dan   Nepotisme  (Lembaran   Negara 
Republik   Indonesia Tahun   1999   Nomor 75, 
Tambahan   Lembaran   Negara    Republik Indonesia 
Nomor 3857) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran 
Negara  Republik  Indonesia Tahun  2022  Nomor 137, 
Tambahan   Lembaran   Negara    Republik Indonesia 
Nomor 4250);
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3. Undang-Undang   Nomor   17   Tahun   2003   tentang 

Keuangan  Negara  (Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

 

4. Undang-Undang   Nomor   1   Tahun   2004   tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004  Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan  Pembangunan  Nasional  (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4421); 

6. Undang-Undang   Nomor   23   Tahun   2014   tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti  Undang- 
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

7. Undang-Undang   Nomor   1   Tahun   2022   tentang 
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000   Nomor   210,   Tambahan   Lembaran   Negara 
Republik Indonesia Nomor 4028); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2005 
Nomor  48,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik 

Indonesia                    Nomor 4502) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Petubahan 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2012 
Nomor  171,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia Nomor 5340); 

10.  Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 
Bantuan  Keuangan  Partai  Politik  (Lembaran  Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai
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Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6177); 

11.  Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

12.  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

13.  Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

14.  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

15.  Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6323); 

16.  Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang 

Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883); 

17.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 
tentang  Pedoman  Pengelolaan  Investasi  Pemerintah 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 754); 

18.  Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 1067); 

19.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang   Pedoman   Teknis     Pengelolaan Keuangan 

Daerah  (Berita    Negara    Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 1781); 

20.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799); 

21.  Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2022 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 9 Tambahan 
Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 132); 

22.  Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2023 
tentang  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah 
Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 11);
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23.  Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2024 

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2024 (Lembaran 
Daerah Kota Bogor Tahun 2024 Nomor 10). 

 

 
 

MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan : PERATURAN  WALI   KOTA  TENTANG  PENJABARAN 

PERUBAHAN ANGGARAN   PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024. 

 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan: 

1.    Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota 
Bogor. 

2. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah 
adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah 
yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

3.    Wali Kota adalah Wali Kota Bogor. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat DPRD 
adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; 

5.    Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 
APBD  adalah  rencana  keuangan  tahunan  Daerah  yang  ditetapkan 
dengan Peraturan Daerah. 

 
Pasal 2 

APBD  Tahun  Anggaran  2024  semula  berjumlah  Rp3.127.361.919.483,00 

bertambah       sejumlah       Rp154.285.753.659,00       sehingga       menjadi 
Rp3.281.647.673.142,00 dengan rincian sebagai berikut: 

a.    Pendapatan Daerah 
1.  Semula                             Rp3.043.216.144.623,00 
2.  Bertambah                           Rp140.035.308.060,00 
Jumlah   Pendapatan   Daerah   setelah 
perubahan                                                       Rp 3.183.251.452.683,00 

 

b. Belanja Daerah  

 1.  Semula  Rp3.117.067.773.487,00 
 2.  Bertambah  Rp154.285.753.659,00 
 Jumlah      Belanja Daerah setelah 
 Perubahan  Rp3.271.353.527.146,00 

Defisit setelah perubahan              Rp88.102.074.463,00 
 

c.    Pembiayaan Daerah 
1.  Penerimaan Pembiayaan

a)  Semula 
b)  Bertambah 

Rp84.145.774.860,00 
Rp14.250.445.599,00

Jumlah penerimaan setelah perubahan              Rp98.396.220.459,00 
2.  Pengeluaran Pembiayaan

a)  Semula 
b)  Bertambah 

Rp10.294.145.996,00 
Rp0,00

Jumlah pengeluaran setelah perubahan           Rp10.294.145.996,00
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Jumlah     Pembiayaan     Neto     setelah 
perubahan 

Rp88.102.074.463,00 

 

Sisa  Lebih  Pembiayaan  Anggaran  setelah 
perubahan 

 

Rp0,00 

 
Pasal 3 

Uraian lebih lanjut Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Wali Kota ini, terdiri dari: 

 

a. Lampiran I : Ringkasan    Penjabaran    Perubahan    APBD    Yang 
Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian 

Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 

b. Lampiran II : Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, 
Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek 
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 

c. Lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran 
Hibah; 

d. Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran 

Bantuan Sosial; 

e. Lampiran V : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran 

Bantuan   Keuangan   bersifat   umum   dan   bersifat 
f. Lampiran VI : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran 

belanja bagi hasil; 

g. Lampiran VII : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, 
Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian 
Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

h. Lampiran VIII : Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan 
Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH- Minyak 
dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, 
Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek 
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

i. Lampiran IX : Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut 
Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, 
Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan 
Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

j. Lampiran X : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ 
Kabupaten/ Kota pada Daerah Perbatasan Dalam 
Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan 
Rancangan Perkada tentang Perubahan Penjabaran 
APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara. 
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Pasal 4 

Pelaksana Penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Wali 
Kota ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran 
satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

 
 
 

Pasal 5 
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor. 

 
 
 

Ditetapkan di Bogor 

pada tanggal 30 September 2024 
 

Pj. WALI KOTA BOGOR, 
 
 TTD. 
 

HERY ANTASARI 
Diundangkan di Bogor 
pada tanggal 30 September 2024 

 
SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR, 

 
 TTD 
 

SYARIFAH SOFIAH DWIKORAWATI 
 
 
 

BERITA DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2024 NOMOR 27 
 
 

 
Salinan sesuai dengan aslinya 
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